





TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Handiyani & Nuraina, (2012) judul dari penelitian ini adalah  “Pengaruh 
Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah 
Kabupaten Madiun” penelitian ini bertujuan untuk memeberikan bukti empiris 
pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadasp alokasi belnja daerah 
kabupaten Madiun. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, 
sumber data menggunakan data primer. Analisis data menggunakan progran SPSS, 
dengan menggunakan metode pengujian data yakni  uji normalitas data dan uji 
asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolenearitas, uji heterokedastisitas dan uji 
auto korelasi. Hasil dari penelitian ini pajak daerah berpengaruh terhadap belanja 
daerah di kabupaten madiun, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap 
belanja daerah, pajak daerah dan dana aloksi khusus secara simultan berpengaruh 
positif terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun. 
Muhammad et al., (2020) judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus 
Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh“ pada penelitian ini 
peneliti menggunakan popolasi pada kabupaten Aceh yang berjumlah 23 
kabupaten, dengan rentan waktu 2010 – 2017, data yang digunakan bersumber dari 





www.djpk.kemenkeu.go.id jenis data pada penelitian ini merupakan data panel 
OTSUS berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi 
Aceh. 
Andri et al., (2014) judul dari penelitian adalah “Pengaruh Pendapatan Asli 
Darah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah 
penduduk terhadap belanja daerah provinsi Jambi, pada penelitian ini peneliti 
menggunakan data panel, dengan penggunaan tahun pengujian data yakni tahun 
2007 – 2012  pada penelitian ini menggunakan tiga metode yakni common effect, 
fixed effect, dan random effect dengan penggunaan model fixed effect merupakan 
model terbaik, hasil dari pengujian ini adalah PAD dan DAU menunjukkan 
pengaruh signifikan positif terhadap belanja langsung, sedangkan jumlah penduduk 
menjukkan hasil negatif terhadap belanja langsung di provinsi Jambi. 
Laksono & Subowo, (2014) judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Pajak 
Daerah, Retribusu Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah” Tujuan dari 
penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh pejak daera, retribusi daerah, 
dana alokasi umum dan dan alokasi khusus terhadap belanja daerah. Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Dirjen 
Perimbangan Keuangan Daerah jenis penelitian kuantitatif populasi dalam 
penelitian ini Kabupaten / Kota Jawa Tengah dan DIY tahun 2011 dan 2012. Pada 





multikolinearitas, dan uji heroskedastisitas. Kesimpulan dari penelitian ini yakni 
pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus 
berpengaruh simultan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum dan dana 
alokasi khusus berpengaruh pada belanja daerah, sedangkan pajak dan retribusi 
tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 
Fanny, (2019) judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh” 
dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari 
laporan realisasi anggaran belanja daerah kabupaten/kota Banda Aceh, teknik 
pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah moteode dokumentasi, metode 
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda hasil dari penelitian ini 
adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh simultan 
terhadap belanja daerah kota Banda Aceh. 
Anwar & Mohammad, (2018) judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, 
Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah 
di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression” penelitian ini 
dilakukan di Sumatra Utara dengan kurun waktu lima bulan yakni dari bulan juli – 
november 2017 pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang 
bersumber dari BI Sumut dan BPS sumut yang dianalisi menggunakan metode 
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis regresi Genelralized Least Square 





Jumlah Penduduk, IPM, dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 
terhdapat belanja daerah.  
Hadiyanto et al., (2020) judul dari penelitian ini adalah “The Effect Od Local 
Taxes, Regional Retribution, and Other District Own Source Revenues On The 
Increase Of District Own Source Revenue” pada penelitian ini peneliti bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli 
kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang periode 2011 – 2015, metode penelitian 
yang di gunakan adalah menggunakan variabel terikat dan variabel bebas, data 
yang di gunakan merupakan data triwulan, berdasarkan hasil penelitian dapat di 
simpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli kota 
Balikpapan, Samarinda, berpengeruh terhap pendapatan daerah. 
Ivoni Ike Liando & Hermanto, (2017) dengan judul “ Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur” pada penelitian 
ini peneliti menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi 
Umu, Dana Alokasi Khusus,  Dana Bagi Hasil, Flypaper Effect, dan Jumlah 
Penduduk terhadap Belanja Derah di provinsi Jawa Timur, pada penelitian ini 
peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh kota/kabupaten 
yang ada di provinsi Jawa Timur, terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, penggunaan 
data dalam penelitian ini adalah, data dokumenter yakni berasal dari situs 
departemen keuangan dirjen perimbangan keuangan, hasil dari penelitian ini adalah 





dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan 
Flypaper Effect tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.           
B. Teori dan Kajian Pustaka 
1. Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD) 
Anggara Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan 
atau rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam kurun waktu satu 
tahun, rencana yang telah dibuat harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sehingga berakhir pada peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah 














Pendapatan Daerah Pembiayaan Daerah Belanja Daerah 
1. PAD 








1. Belanja Tidak 
Langsung 





• Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah merupakan segala sesuatu yang meliputi segala 
penerimaan uangmelalui rekening kas umum daerah, yang menambah 
ekuiditas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam kurun waktu satu 
tahun. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan, dan lain-lain pendapatan. 
• Belanja daerah 
Belanja daerah merupakan segala sesuatu yang mengakibatkan 
pengeluaran dari kas umum daerah serta mengurangi ekuitas dana 
lancar dan merupakan kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
• Pembiayaan Daerah  
Pembiayaan daerah merupakan segala sesuatu yang meliputi 
semua penerumaan yang perlu dibayarkan kembali ataupun 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
bersangkutan ataupun tahun-tahun anggara berikutnya. 
2. Teori Belanja Daerah  
Menurut UU 33 tahun 2004 belanja daerah merupakan semua kewajiban 
daerah yang di akui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode 





Tahun 2007 belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang di 
akui sebagai pengurangan nilai sebagai pengurangan kekayaan bersih. 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang asalnya dari rekening 
kas umum daerah yang akan mengurangi ekuitas dana, dilakukan daerah 1 
anggaran dan tidak akan mendapatkan pembayaran kembali oleh pemerintah 
daerah (Wulandari & Iryanie, 2018). Belanja daerah di bagi menjadi 2 yakini 
belanja langsung dan belanja tidak langsung 
a. Belanja Langsung  
a) Belanja Pegawai 
Belanja pegawai merupakan pengeluaran berupa upah dalam 
pelaksanaan program pemerintah daerah dalam bentuk gaji serta tunjangan 
dan kompensasi lainnya yang di berikan kepada pegawai yang telah di 
tetapkan sesuai dengan perundang-undangan.  
b) Belanja Barang dan Jasa  
Belanja barang dan jasamerupakan pembelanjaan/pengadaan barang 
yang akan di gunakan manfaatnya dapat di gunakan dalam jangka waktu 
satu tahun atau berupa penggunaan jasa salama satu tahun, belanja ini 
meliputi (barang habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, 
perawatan kendaraan, pengadaan, segala bentuk penyewaan baik alat, 
maupun tanah,pakaian dinas, makan, perjalanan dinas, pindah tugas dan 






c) Belanja Modal  
Belanja modal merupakan berupa pembelia aset yang akan di 
manfaatkan lebih dari jangka waktu satu tahun, berupa tanah, alat berat, 
banguna dan gedung, irigasi dan aset tetap lainnya (Wulandari & Iryanie, 
2018). 
b. Belanja Tidak Langsung 
a) Belanja Pegawai 
Belanja pegawai merupakan bentuk kompensasi kepada pegawai 
dalam bentuk tunjangan serta gaji, kepada pegawai sipil, anggota DPRD, 
wakil kepala negara sesuai dengan perundang-undangan yang telah di 
tetapkan , (Wulandari, Iryanie, 2018). 
b) Belanja Bunga  
Belanja bungan mrtupakan pembayaran bunga atas pinjaman utang 
berdasarkan perjanjian baik jangka panjang atau pun jangka pendek, belanja 
subsidi meliputi pemberian bantuan biaya produksi pada perusahaan 
ataupun lembaga guna menghasilkan barang atau jasa yang dapat di nikmati 
seluruh masyrakat. 
c) Belanja Hiba 
Belanja hiba merupakan pemberian hibah dalam bentuk bantuan dana 







d) Bantuan Sosial  
Bantuan sosial merupakan belanja meliputi bantuan kepada 
masyarakat baik berupa barang atau jasa guna menyejahtrakan masyarakat. 
e) Belanja Bagi Hasil 
Belanja bagi hasil maerupaka penganggaran dana bagi hasil dari 
pendapatan provinsi kepada kota/kabupaten atau pun pendapatan kabup 
aten/kota kepada desa, bantuan keuangan, meliputi abntuan kepada 
kabupaten/kota, desa dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. 
f) Belanja Tak Terduga 
Belanja tak terduga merupakan belanja yang tidak dapt di prediksi 
langsung oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah berkewajiban 
menyiapkan dana untuk anggaran belanja tak terduga ini. 
3. Teori Pajak Daerah  
Pasal 1 angka 10 PDRD, menjelaskan pajak daerah merupakan kontribusi 
masyrakat yang sifatnya wajib dan memaksa yang haarus di bayarkan kepada 
pemerintah daerah baik sifatnya pribadi atau badan yang akan di gunakan 
pemrintah daerah untuk kesejahtraan bersama guna meningkatkan 
kemakmuran masyarakat.  
Pajak daerah merupakan hasil pendapatan daerah yang di kelola 
pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi sebagai dana penunjang untuk 
penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil dari pemungutan pajak daerah, 





daerah) yang akan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan belanja daerah 
dalam jangka waktu satu tahun  (Kurniaawan & Purwanto, 2004) 
Karakteristik dari pajak yakni, di pungut pemerintah daerah berdasarkan 
undang-undang yang berlaku, bersifat di paksakan kepada masyarakat, tidak 
dapat berhubungan langsung dengan imbalan atau manfaat secara langsung, 
hasil penerimaan pajak daerah di setorkan ke kas daerah, di gunakan untuk 
kepentingan masyarakat. Pajak di bagi menjadi dua jenis yakni pajak 
kabupaten/kota dan pajak provinsi (Zuraida, 2013).  
kabupaten/kota yang meliputi. 
a) Pajak Hotel 
Hotel merupakan tempat yang menyediakan jasa berupa fasilitas 
dalam bentuk tempat penginapan, peristirahatan yang dapat di gunakan oleh 
masyarakat (Anggoro, 2017). Pasal 32 ayat 1 UU DPRD menjelaskan pajak 
hotel merupakan pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran 
atas jasa atau pun layanan yang di sedikan oleh pihak hotel (Zuraida, 2013).  
b) Pajak Restorant 
Pungutan pembayaran yang di ambil atas penggunaan fasilita yang 
disediakan berupa makan dan minuman yang di sediakan kafeteria, kantin, 








c) Pajak Hiburan 
Pasal 42 ayat 1 UU PDRD pajak ini di pungut berdasarkan jasa 
pelenggaraan hiburang yang di sediakan pemerintah daerah dengan 
pungutan biaya, pungutan ini diambil sesuai dengan jenis hiburan, filem, 
pergelaram kesenian , musik, tari dan pentas busana, diskotik, lab malam, 
sirkus, akbrobat, sulap, permainan bliar, golf, boling, dan tempat olah raga 
(Zuraida, 2013). 
d) Pajak Reklame 
Pajak reklame merupakan segala biaya atas penyelenggaraan reklame 
seperti benda, alat segala perbuatan atau media yang berbentuk susunan dan 
corak ragam yang bertujuan komersial dengan tujuan memperkenalkan, 
suatu barang, jasa dengan tjuab agar banyak di kenal orang, dipampang di 
tempat umum atas seizin pemerintah daerah (Munawir, 2000). 
e) Pajak Penerangan Jalan 
Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang di kenakan kepada 
orang atau badan yang mengguakan jasa listrik dasar penetapan pajak yakni 
nilai jual tenaga listrik kepada masyrakat, pajak penerangan jalan di pungut 
berdasarkan setiap daerah berdasarkan besarnya pemungutan tenaga listrik 








f) Pajak Mineral Bukan Logam 
Pajak mineral bukan logam merupakan kegiatan pengambilan mineral 
bukan logam dan batuan, merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan 
lain, yang tidak di manfaatkan secara komersial serta pengambilannya di 
tetapkan oleh daerah, secara komersail dan pengambilan lainnya yang di 
tetapkan secara sah oleh daerah, subjek dari pajak ini adalah orang pribadi 
atau suatu badan yang akan di kenakan pajak sebesar 1% sampai 25% 
(Zuraida, 2013). 
g) Pajak Parkir  
Pajak parkir merupakan beban biaya yang dikenakan kepada 
perseorangan atau suatu badan yang memberhentikan kendaraannya untuk 
semntara waktu di kawasan atau area yang yang di tetapkan sebagai tempat 
parkir oleh pemerintah daerah, beban parkir yang di tetapkan oleh 
pemerintah kepada masyarakat adalah sebesar 1% samapi dengan 30% 
(Zuraida, 2013). 
h) Pajak Air Tanah 
Pajak air tanah merupakan pengambilan dan pemanfaatan air tanah 
yang di lakukan oleh rumah tangga, pengairan untuk lahan perikanan 
masyrakat dan pengairan untuk peribadatan masyrakat yangdi lakukan 
sesuai dengan peraturan daerah yang di tetapkan, berdasarkan dengan 
faktor-faktor yang telah di tetapkan pemrintah daerah seperti, jenis sumber 





manfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang terdampak 
(Halim et al., 2016). 
i) Pajak Sarang Burung Walet 
Burung walet merupakan  satwa yang termasuk marga collocalia, 
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan 
collocalia linchi, Pengambilan sarang burung walet telah di tetapkan oleh 
peraturan daerah yang bersangkutan pajak ini di tetapkan berdasarkan nilai 
jual burung harga walet di daerah bersangkutan dan harga dipasaran umum 
dengan volume burung walet, subjek dari pajak ini adalah perseorangan 
atau pun suatu badan yang mengambil sarang burung walet  untuk 
kebutuhan usaha tarif pajak sarang burung walet adalah 10% (Zuraida, 
2013). 
j) Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang ditetap kan 
pemerintah pusat yang hasil dari pajak tersebut sebagian besar di berikan 
kepada pemerintah daerah guna kepentingan masyarakat daerah tersebut. 
Objek pajak “BUMI” adalah segala sesuatu yang berada di permukaan 
tanah dan yang berada di bawahnya serta segala perairan laiut, sungai dan 
danau, “BANGUNAN” merupakan segala bentuk kontruksi yang berada di 
permuaan bumi mau pun di dalam air,baik untuk perseorangan ataupun 





dari bangunan adalah jalan raya, jalan tol, kolam bereng, pagar mewah, 
tempat olah raga dan lain sebagainya (Munawir, 2000). 
k) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Pajak ini merupakan biaya yang di tetapkan oleh pemerintah atas 
peristiwa hukum yang terjadi yang mengakibatkan diperolehnya tanah 
ataupun bangunan baik berupa hak kepemilikan maupun hak atas 
pengelolaan atas tanah atau bangunan tersebut, pajak ini di kenakan untuk 
perseorangan ataupun suatu badan sesuai dengan peraturan pemerintah 
yang di tetapkan dalam undang-undang (Anggoro, 2017). 
4. Teori Retribusi Daerah 
Menurut UU 28 tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa maupun pemberian izin yang di sedikan 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun suatu badan. Sifat 
pemungutan dari retribusi yakni, hanya diberlakukan kepada masyarakat 
ataupun badan yang hendak merasakan jasa yang di berikan pemerintah secara 
langsung, dan pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan langsung oleh 
pemerintah daerah (Anggoro, 2017). 
Besarnya retribusi yang harus di bayarkan pribadi atau suatu badan yang 
menggunakan jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah di hitung 
bedasarkan perkalian dari tingkat penggunaan dan jasa dan tarif yang 
ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan dari penggunaan jasa di hitung 





tanggun oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan sedangkan tarif retribusi merupakan presentasi tertentu untuk 
menghitung besarnya tarif terutang (Prakosa, 2005).   Retribusi merupakan 
sumber penerimaan daerah yang langsung di pungut dari masyarakat untuk 
daerah tersebut berikut merupakan jenis-jenis retribusi. 
a) Retribusi Jasa Umum 
Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang di sediakan ataupun 
di berikan oleh pemerintah daerah agar dapat di nikmati oleh perseorangan 
ataupun badan retribusi ini bukanlah merupakan pajak dan telah di tetapkan 
oleh pemerintah daerah retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan 
kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi cetak kartu tanda 
penduduk, retribusi pemakan, retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, 
retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi alat pemedam kebakaran, 
retribusi cetak peta, retribusi penyedotan kaskus, retribusi pengelolaan 
limbah cair, retribusi penambalan ulang tera, retribusi pendidikan, dan 
retribusi penyediaan menara telekomonikasi, retribusi ini dikenakan pada 
perseorangan ataupun suatu badan pemkai pelayanan yang disediakan 
pemerintah (Anggoro, 2017). 
b) Retribusi Jasa Usaha 
Sesuai dengan Pasal 125 UU PDRD  retribusi jasa usaha adalah 
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 





secara optimal, dan pelayanan disediakan sebelum disediakan oleh pihak 
swasta, pungutan retribusi di kenakan kepada pribadi ataupun badan yang 
menggunakan pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah daerah, retribusi 
jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi 
pembelian grosir, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi 
temat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah 
pemotongan hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat 
rekreasi dan olah raga,retribusi penyebrangan air, dan retribusi usaha daerah 
(Zuraida, 2013). 
c) Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi perizinan tertentu merupakan perizinan kepada pemrintah 
daerah dari masyarakat ataupun suatu badan sebagai bentuk pengawasan 
dari pemerintah daerah untuk pemanfaatan masyarakatatas penggunaan 
sumber daya, sarana atau fasilitas tertentu yang di sediakan oleh pemerintah 
daerah dan akan dipungut retribusi oleh pemerintah, jenis retribusi 
antaralain adalah, retribusi untuk mendirikan bangunan, retribusi izin 
penjualan minuman berakohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin 
trayek, dan retribusi izin usaha pernikahan (Anggoro, 2017). 
5. Dana Alokasi Khusus 
Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumbar dari  APBN 
(anggaran pendapatan belanja nasional) yang diberikan pada daerah dengan 





daerah sesuai dengan ketetan dan prioritas nasional, tujuan dari dana alokasi 
khusus adalah meningkatkan sarana dan prasarana fisik, serta jua meningkatkan 
kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.  
Berikut bidang-bidang pengalokasian dana alokasi umum menurut 
www.dpjk.depkeu.go.id  dan (Halim, 2014) :  
a) Bidang Pendidikan, dana dialalokasikan pada bidang ini dengan tujuan, 
mendukung program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar yang 
ditempuh dalam kurun waktu 9 tahun. Dalam penyalurannya dana alokasi 
khusus dalam bidang pendidikan meliputi, pembamgunan ruang belajar, 
pemerian perabot pendukung perpustakaan pembangunana ruang kelas, 
pemenuhan kebutuhan akan buku, pemenuhan alat-alat peraga praktikum 
dan lain sebagainya. 
b) Bidang Kesehatan, dana dialokasikan pada bidang ini dengan tujuan 
peningkatan kualitas pelayanan serta fasilitas kesehatan, dan di utamakan 
pada penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi, dan 
pencegahan penyakit menular terutama di daerah terpencil. Pengalokasian 
dana alokasi umum pada bada bidang ini meliputi,  pembangunan pos 
kesehatan desa, pembangunan puskesmas, pengadaan kendaraan beroda 4 
dan 2 untuk petugas, pengadaan sara pendukung penyimpanan vaksin, 
pengadaan obat generik dan lain sebagainya.  
c) Bidang Infrastruktur Jalan, dana dialokasikan pada bidang ini dengan 





kabupaten dan desa, dengan adanya perbaikan infrastruktu jalan diharapkan 
terjadi peningkatan distribusi penumpang dan jasa, serta diutamamkan 
untuk hasil produktifitas sektor pertanian, industru dan pariwisata sehingga 
terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.  
d) Bidang Infrastruktur Irigasi, dana dialokasikan pada bidang ini dengan 
tujuan, memperkuat aliran irigasi provinsi atau kabupaten kota serta 
meningkatkan jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigarsi desa khususnya 
daerah lumbung pangan nasional dan daerah yang tertinggal khusus dalam 
proses penguatan ketahanan pangan nasional.  
e) Bidang Infrastruktur Air Minum, dana dialokasikan pada bidang ini dengan 
tujuan meningkatkan cakupan air bersih dalam rangka pencapaian taerget 
Milenium Development Goals (MDGs) yakni penyediaan air minum di 
kawasan tertinggal.  
f) Bidangn Infrastruktur Sanitasi, dana dialokasikan pada bidang ini dengan 
tujuan meningkatkan pelayanan pengelolaan air dan limbah agar tercipta 
lingkungan masyarakat yang sehat. 
g) Bidang Prasarana Desa, dana dialokasikan pada bidang ini dengan tujuan 
meningkatkant kinerja pelayanan publik bada tingkat daerah. 
h) Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dana dialokasikan pada 
bidang ini dengan tujuan mendukung kebijakan pembangunan kawasan 






i) Bidang Kelautan dan Perikanan, dana dialokasikan pada bidang ini dengan 
tujuan untuk meningkatakan sarana serta prasana agar terciptanya 
peningkatan produktifitas baik secara pengawasan mutu, peningkatan 
industrialisasi, kelautan pada pulau-pula kecil. 
j) Bidang Pertanian, dana dialokasikan pada bidang ini dengan tujuan untuk 
meningkatakan sarana dan prasana pada bidang pertanian seperti 
penyediaan lahan, pupuk, pembuaatan saluran irigasi, serta pengembangan 
lumbung dengan tujuan terjadi peningkatan kualitas pangan dimasyarakat.  
k) Bidang Keluarga Berencana, dana dialokasikan pada bidang ini dnegan 
tujuan  peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluargaa berencana 
dengan pencananganberbagai jenis program agar mengendalian jumlah 
penduduk terarah. 
l) Bidang Kehutanan, dana dialokasikan pada bidangn ini dengan tujuan 
peningkatan fungsi daerah aliran sungai terutama pada daerah hulu untuk 
meningkatkan daya dukung wilayah.  
m) Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal, dana dialokasikan pada 
bidangn ini dengan tujuan mendukung kebijakan pembangunan daerah 
yang tertinggal. 
n) Bidang Sarana Perdanganan, dana dialokasikan pada bidangn ini dengan 
tujuan mendukung kualitas serta kuantitas perdangan di daerah, baik 
dengan adanya pasokan barang, di daerah-daerah tertinggal sehingga dapat 





o) Bidang Energi Perdesaan, dana dialokasikan pada bidang ini dengan tujuan 
guna meningkatakan sumber energi terbarukan agar terjadi peningkatan 
akses masyarakat pedesaan yang tertinggal dengan energi moderen. 
p) Bidang Perumahan dan Pemukiman, dana dialoksikan pada bidangn ini 
dengan tujuan, meningkatkan sara dan prasarana perumahan dan kawasan 
pemukiman guna menstimulkan pembangunan perumahan dan pemukiman 
masyarakat. 
q) Bidang Keselamatan Transportasi Darat, dana dialokasikan pada bidang ini 
dengan tujuan peningkatan keselamatan pengguna transportasi jalan agar 
menurunkan tingkat kematian akibat kecelakaan. 
 
6. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk menurut BPS merupakan, jumlah semua orang yang 
berdomisili di Indonesia dalam rentan waktu 6 bulan atau lebih di Indonesia 
dengan tujuan untuk bertempat tinggal dan menetap di indonesia, pertumbuhan 
penduduk terjadi berdasarkan tiga faktor yakni kelahiran, kematian dan migrasi. 
Peningkatan jumlah penduduk disuatu daerah akan berdampak terhadap 
meningkatnya jumlah anggaran belanja daerah didaerah tersebut guna 






Jumlah penduduk yang besar merupakan beban terhadap pemerintah jika 
dalam pengalokasian belanja daerah yang bertujuan untuk produktif rendah, 
serta mutu dan persebarannya juga rendah, dan hanya menuntut ketersedian 
pelayanan sosial dari pemerintah dan juga menjadi beban dari penduduk yang 
bekerja secara efektif (Mardiasmo, 2002). 
C. Hubungan Antar Variabel 
1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadapa Belanja Daerah  
Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, hal ini sesuai dengan 
pendapat dari Kurniawan dan Purwanto 2004 yang berbunyi, Pajak daerah 
merupakan hasil pendapatan daerah yang di kelola pemerintah daerah 
kabupaten maupun provinsi sebagai dana penunjang untuk penerimaan 
pendapatan asli daerah dan hasil dari pemungutan pajak daerah, dan akan 
dimasukkan kedalam APBD (anggaran penerimaan dan belanja daerah) yang 
akan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan belanja daerah dalam jangka 
waktu satu tahun  (Kurniaawan & Purwanto, 2004).  
Berdasarkan pendapat dari (Kurniaawan & Purwanto, 2004) dapat 
diketahu bahwa pajak daerah berpengeruh terhadap belanja daerah, karena hasil 
dari pajak daerah dimasukan kedalam APBD untuk mendanai segala kegiatan 
belanja di daerah tersebut dan semakin banyak pendapatan dari pajak daerah 
memungkinkan terjadi peningkatan pada belanja daerah hubungan pajak daerah 





& Nuraina, 2012) yang mana pajak daerah berpengaruh silultan terhadap 
belanja daerah kabuapaten Madiun. 
2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah 
Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, retribusi 
merupakan pungutan pemerintah daerah dibebankan kepada masyarakat yang 
ingin menggunakan jasa yang disedikan pemerintah daerah dengan manfaat 
yang akan diterima secara langsung bagi pengguna jasa tersebut. Sifat 
pemungutan dari retribusi yakni, hanya diberlakukan kepada masyarakat 
ataupun badan yang hendak merasakan jasa yang di berikan pemerintah secara 
langsung, dan pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan langsung oleh 
pemerintah daerah (Anggoro, 2017). 
Berdasarkan pengertia diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi 
merupakan pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah atas penyediaan 
layanan, dan hasil dari pungutan tersebut akan digunakan untuk 
penyelenggaraan pembangunan daerah melalui belanja daerah, retribusi daerah 
berpengaruh terhadap belanja daerah sesuai dengan penelitian yang di lakukan 
oleh (Laksono & Subowo, 2014) dimana retribusi daerah berpengaruh terhadap 
belanja daerah. 
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah 
Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah, hal ini 
dikarenakan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 





APBN (anggaran penerimaan belanja nasional) dana yang di berikan dari pusat 
kepada pemerintah daerah salahnya adalah dana alokasi khusus, guna mendanai 
segala bentuk kegiatan belanja  khusus daerah yang sesuai dengan prioritas 
nasional, dana alokasi khusus diberikan dengan tujuan untuk mengurangi beban 
daerah (Laksono & Subowo, 2014). 
Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwasanya dana alokasi khusus 
memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah, hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh, Fanny Nailufar (2019) dimana dana alokasi 
khusus bepengaruh simultan terhadap belanja daerah. 
 
 
4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah 
Jumlah penduduk memiiki pengaruh terhadap belanja daerah hal ini 
dikarenakan Jumlah penduduk yang besar merupakan beban terhadap 
pemerintah jika dalam pengalokasian belanja daerah yang bertujuan untuk 
penduduk dengan  produktifitas rendah, serta mutu dan persebarannya juga 
rendah, dan hanya menuntut ketersedian pelayanan sosial dari pemerintah dan 
juga menjadi beban dari penduduk yang bekerja secara efektif (Mardiasmo, 
2002). 
Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau besar 
jumlah penduduk disuatu daerah mengaruskan pemerintah pada daerah tersebut 





bentuk fasilitas barang publik lainnya, karena penduduk yang besar akan 
menjadi beban bagi daerah tersebut, hal ini menyebabkan jumlah memiliki 
pengaruh terhadap belanja daerah, hal ini sesuai dengan penelitian, Anwar 
Sanusi, Mohammad Yusuf (2018) dimana jumlah penduduk berpengaruh 
signifikan terhadap belanja daerah.  
D. Kerangka Pemikiran 
Beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang belaja daerah 
menjelaskan bahawa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belanja 
daerah, berdasarkan latar belakang maka terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi kekiatan belanja daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Dalam penelitian pada provinsi Nusa Tenggara Timur ini memfokuskan 
faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah antara lain perolehan pajak 
daerah provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan komponen terbesar 
pendapatan asli daerah untuk mendanai belanja daerah di provinsi Nusa tenggara 
Timur, pendapatan retribusi daerah yang merupakan konribusi masyarakat secara 
langsung kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat langsung mendapatkan 
pelayanan yang di inginkan, dan dana alokasi khusus yang merupakan kontribusi 
dari hasil memaksimalkan pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di daerah. 


















Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1  : Diduga adanya pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah. 
H2  : Diduga adanya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah. 
H3  : Diduga adanya pengaruh dana alokasi khusus  terhadapbelanja 
daerah. 




Jumlah Penduduk (X4) 
Belanja Daerah (Y) 
